KEPALA DESA SUMBERJO
KABUPATEN JOMBANG :

PERATURAN DESA SUMBERJO
NOMOR : 03 TAHUN 2025
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SUMBERJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERJO,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1)
Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Menimbang : a.

Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
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10.

11,

12.

13.

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun

2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Ta.hun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentangSusunanOrganisasi dan Tata KerjaPemerintah Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor6);
Peraturan Daerah KabupatenJombangNomor 1 Tahun 2016
tentangKepala Desa, Perangkat Desa dan
OrganisasiPemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimanatelah
diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);

Peraturan Daerah KabupatenJombangNomor 2 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
KabupatenJombangTahun 2016 Nomor 2/D)
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah
KabupatenJombangNomor 12 Tahun 2018 (Lembaran
Daerah KabupatenJombangTahun 2018 Nomor 12/D);
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14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);

15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2016 Nomor 57/A);

16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2018 Nomor 7/E);

17. Peraturan BupatiJombangNomor 8 Tahun 2018 tentang
DaftarKewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);

18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
BupatiJombang Nomor 89 Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 89/E);

19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten JombangTahun 2020 Nomor 84/E);

20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor
6/E);

21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang
(Berita Daerah KabupatenJombangTahun 2018 Nomor
10/E).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERJO

Dan
KEPALA DESA SUMBERJO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN

2025TENTANGSUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
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PEMERINTAH DESA SUMBERJO TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksuddengan:
Daerah adalah Kabupaten Jombang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Jombang sebagai unsure
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Jombang.

Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Jombang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Desa adalah Desa yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hakasalusul, dan/atauhaktradisional yang diakui dan dihormatl
dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan

Negara KesatuanRepublik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa

sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalahpejabat yang memimpin penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalahlembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil daripenduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakatibersama Badan Permusyawaratan Desa,
diakuikeberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukummengikatsepanjangdiperintahkan oleh peraturanperundang-
undangan yang lebihtinggiataudibentukberdasarkankewenangan.
Perangkat Desa adalahunsurstaf yang membantuKepala Desa

ditetapkan

dalampenyusunankebijakan dan koordinasi yang
diwadahidalamSekretariat Desa, dan unsurpendukungtugasKepala
Desa dalampelaksanaankebijakan yang
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diwadahidalambentukPelaksana Teknis dan UnsurKewilayahan,
KepalaUrusanadalahpembantuSckretaris Desa yang
berkedudukansebagaiunsurstafsekretariat Desa.
KepalaScksiadalahpembantuKepala Desa
mempunyaitugasmembantuKepala Desa sesuaibidangscksi.
KepalaDusunadalahPembantuKepala Desa yang mempunyai tugas
membantuKepala Desa dalammenjalankan tugas dan wewenangnya
di wilayahkerjanya.

Dusunadalahbagiandariwilayah Desa yang
olehKepalaDusun.

yang

dipimpin

BAB II
ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 4

DenganPeraturan Desa inidibentukSusunanOrganisasiPemerintah

Desa yang terdiriatas:

Kepala Desa; dan

Perangkat Desa, yang terdiriatas:
sekretariat Desa;

pelaksana teknis; dan
pelaksana kewilayahan.

Pasal 5

Sekretariat Desa sebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (1)
huruf b angka 1 dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh
unsurstafsekretariat yang terdiriatasurusan-urusan.
Masing-masing urusansebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh KepalaUrusan, yang terdiriatas:
urusanumum;
urusankeuangan; dan
urusanperencanaan.

Pasal 6

PelaksanateknissebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (1) huruf
b angka 2 terdiriatasseksi-seksi.

Masing-masing seksisebagaimanadimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh KepalaSeksi, yang terdiriatas:
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diwadahidalambentukPelaksana Teknis dan UnsurKewilayahan,
12. KepalaUrusanadalahpembantuSckretaris Desa yang
berkedudukansebagaiunsurstalsckretariat Desa.

13. KepalaSeksiadalahpembantuKepala Desa
mempunyaitugasmembantuKepala Desa sesuaibidangseksi.

14. KepalaDusunadalahPembantuKepala Desa yang mempunyai tugas
membantuKepala Desa dalammenjalankan tugas dan wewenangnya

yang

di wilayahkerjanya.
15. Dusunadalahbagiandariwilayah Desa yang dipimpin
olehKepalaDusun.
BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 4

DenganPeraturan Desa inidibentukSusunanOrganisasiPemerintah

Desa yang terdiriatas:
Kepala Desa; dan

Perangkat Desa, yang terdiriatas:
sekretariat Desa;

pelaksana teknis; dan
pelaksana kewilayahan.

bl T

Pasal 5

1) Sekretariat Desa sebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (1)
huruf b angka 1 dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh

unsurstafsekretariat yang terdiriatasurusan-urusan.
2) Masing-masing urusansebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh KepalaUrusan, yang terdiriatas:

urusanumuim;

urusankeuangan; dan

>. urusanperencanaan.
Pasal 6

1) PelaksanateknissebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (1) huruf
b angka 2 terdiriatasseksi-seksi.
Masing-masing seksisebagaimanadimaksud pada ayat (1) dipimpin

2)
oleh KepalaSeksi, yang terdiriatas:
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seksipemerintahan;
seksikesejahteraan; dan

scksipelayanan.
Pasal 7

PelaksanakewilayahansebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (1)
huruf b angka 3 terdiriatasdusun.
Dusunsebagaimanadimaksud pada ayal
KepalaDusun, yang terdiriatas:

Dusun Bangunsari;

Dusun Jajar;

Dusun Ngrampal;

Dusun Parang.

(1) dipimpin oleh

SusunanOrganisasiPemerintah Desa

Bagan
Lampiran, yang

adalahsebagaimanatercantumdalam
merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturan Desa ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Desa
Pasal 9

Kepala Desa berkedudukansebagaikepalapemerintah Desa yang

memimpinpenyelenggaraanpemerintahan Desa.
Kepala Desa bertugasmenyelenggarakan Pemerintahan Desa,
melaksanakan pembangunan Desa, pembinaankemasyarakatan

Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Desa mempunyai fungsi:

menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja
pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan

upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan

penataan dan pengelolaan wilayah.
melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana

prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan,

kesehatan.
pembinaan kemasyarakatan, seperti

pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya
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masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan

lembaga lainnya

Bagian Kedua
Sekretaris Desa
Pasal 10

1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala

Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
2) Sekretaris Desa bertugas melaksanakan administrasi
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat Desa, serta memberikan pelayanan administrasi

kepada Kepala Desa.
:3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
1. pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata
administrasi surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi;
b. pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi
Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor,
penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan

naskah,

dinas, dan pelayanan umum;
pelaksanaan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi

keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan  dan
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga
kemasyarakatan Desa lainnya;
1. pela.ksanaanurusanpcrcncanaansepertimcnyusunrcncanaAPBDesa,
menginventarisir data-data dalamrangkapembangunan, melakukan
monitoring dan evaluasi program, sertapenyusunanlaporan; dan
pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

iy
.

Bagian Ketiga
KepalaUrusan
Pasal 11

1) KepalaUrusan Umum berkedudukanscbagajunsurstafselcretaﬁat
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vang membantuSekietaris Desn dalnmbidangumum,
kepala Urusan Umum bertugas membantu Sckretaris Desa dalam

wrusan pelavanan  administrasi pendukung pelaksanaan tugas

tugas pemerintahan di bidang umum,

Untukmelaksanakantugassehbapgaimanandimaksud - pada ayat  (2),
KepalaUrusan Umum mempunyailungsi:

pelaksanaanurusanketatausahaanseperti tata naskah,
administrasisuratmenyurat, arsip, dan ckspedisi, dan

penataanadministrasiPerangkat Desa,

penyediaanprasaranaPerangkal Desa dan kantor, penyiapanrapat,
pengadministrasianaset,  inventarisasi, perjalanandinas, dan
pelayananumum; dan

pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 12

KepalaUrusanKeuanganberkedudukansebagaiunsurstafsekretariat
yang membantuSekretaris Desa dalambidangkeuangan.

Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa
dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan di bidang keuangan.
Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksud pada ayat (2),
KepalaUrusanKeuanganmempunyaifungsi:

pelaksanaanurusankeuangansepertipengurusanadministrasike
uangan, administrasisumber-sumberpendapatan dan pengeluaran,
verifikasiadministrasikeuangan, dan administrasipenghasilanKepala
Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembagakemasyarakatan Desa
lainnya; dan
pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 13

KepalaUrusanPerencanaanberkedudukansebagaiunsurstafsekre
tariat yang membantuSekretaris Desa dalambidangperencanaan.
Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa
dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan di bidang perencanaan.
Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksud pada ayat (2)
KepalaUrusanPerencanaamnempunyajfungsi:
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pengkoordinasianurusanperencanaansepertimenyusunrencana
anggaranpendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data
dalamrangkapembangunan, melakukan monitoring dan cvaluasi
program, sertapenyusunanlaporan; dan
pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Bagian Keempat
KepalaSeksi
Pasal 14

KepalaSeksiPemerintahanberkedudukansebagaiunsu rpelaksanat
eknis di bidangpemerintahan.
KepalaSeksiPcmerintahanbcrtugasmembantuKepala
dalammelaksanakantugas-tugasoperasionalpemerintahan Desa dan
bertanggungjawabkepadaKepala Desa melaluiSekretaris Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
pelaksanaan manajemen tata praja Pemerintahan;
penyusunan rancangan regulasi Desa;

pembinaan masalah pertanahan;

pembinaan ketentraman dan ketertiban;

pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
pelaksanaan kependudukan;

penataan dan pengelolaan wilayah;

pendataan dan pengelolaan Profil Desa; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Desa

Pasal 15

KepalaSeksiKesejahteraanberkedudukansebagaiunsurpelaksanat
eknis di bidangkesejahteraan.
KepalaSeksiKesejahteraanbertugasmembantuKepala Desa
dalammelaksanakantugas-tugasoperasionalpemerintahan Desa dan
bertanggungjawabkepadaKepala Desa melaluiSekretaris Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

1)

2)

3)

1)
2)

3)

L7

pelaksanaan  pembangunan  sarana  prasarana  perdesaan,
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi
serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ckonomi, politik,
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan
karang taruna; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 16

KepalaSeksiPelayananberkedudukansebagaiunsurpelaksanateknis di
bidangpelayanan.

KepalaSeksiPelayananbertugasmembantuKepala Desa
dalammelaksanakantugas-tugasoperasionalpemerintahan Desa dan
bertanggungjawabkepadaKepala Desa melaluiSekretaris Desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:

pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak
dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi
masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima
Kepala Dusun
Pasal 17

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas
kewilayahan.

Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
tugasnya di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Dusun mempunyai fungsi:

pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan
dan pengelolaan wilayah;

pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga
lingkungannya;
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1. pelaksanaanupaya-
upayapemberdayaanmasyarakatdalammenunjangkelancaranpenyel
enggaraanpemerintahan dan pembangunan;

:. pelaksanaan dan  pencgakanpelaksanaanperaturanperundang-

undangan yang berlaku di Desa dan di wilayah kerjanya;

pelaksanaanpelayanankepadamasyarakat;

Us . *

penyusunanlaporanpelaksanaanseluruhkegiatansesuaibidangtu
gasnya; dan
1. pelaksanaantugas lain yang diberikanKepala Desa.

Pasal 18

Pengaturanlebihlanjutmengenaiuraiantugas dan fungsiKepala Desa
dan Perangkat Desa diaturdenganPeraturanKepala Desa.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 19

1) Kepala Desa dalammelaksanakantugas, wewenang, dan
kewajibannya, menerapkanprinsipsinkronisasi, koordinasi, dan
konsultasidengan BPD sebagailembaga yang
melaksanakanfungsipemerintahan Desa.

Kepala Desa dalammelaksanakantugas, wewenang, dan
kewajibannya, menerapkanprinsipsinkronisasi, koordinasi, dan
konsultasidalamlingkupPemerintah Desa, antarPemerintah Desa
dan denganPemerintah Daerah
sesuaikondisisosialbudayamasyarakat Desa setempat.

2

—_—

Pasal 20
‘1) Dalam melaksanakantugasnya, Kepala Desa
bertanggungjawabmemimpin, mengoordinasikan,
memberikanbimbingan, petunjuk dan

perintahsertamelakukanpengawasanataspelaksanaantugasPerangk
at Desa.

2) Untukkelancarantugas, Kepala Desa
mengadakanrapatkoordinasisecaraberkala.
'3) SetiapPerangkat Desa wajibmembuat dan
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menyampaikanlaporanpelaksanaantugassesuaibidangtugasnyakepa

daatasannya masing-masing.
Sckretaris Desa, KepalaUrusan, KepalaScksi, dan Kepala Dusun
masing-masing

melaksanakanpengawasanterhadapbawahannya
dan bilaterjadipenyimpangan agar mengambillangkah-
langkahpembinaan yang diperlukan.
Sckretaris Desa, KepalaUrusan, KepalaSeksi, dan Kepala Dusun
memimpin dan mengoordinasikanbawahan masing-masing dan
memben'kanbimbingansertapetunjukbagipelaksanaantugaSbawaha
nnya.
Setiappejabatdalamsatuanorganisasiwajibmengikuti dan
mematuhipetunjuk dan arahanpimpinansartabertanggungjawab
pada atasannya masing-masing dan
menyampaikanlaporansesuaidenganperaturanperundang-
undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

Pembinaan dan pengawasanterhadapPerangkat Desa dilakukan
oleh Kepala Desa.
Pembinaan dan pengawasanyang dilakukan oleh Kepala Desa
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:
menetapkanpedomanpenjabarantugas dan fungsiPerangkat Desa;
melakukanupayapeningkatankapasitasPerangkat Desa;

yang dilaksanakan oleh

memberikanpenghargaanatasprestasi

Perangkat Desa dalampenyelenggaraanPemerintahan Desa;
Desa

melakukanmutasiPerangkat
dalamrangkapeningkatankinerjadalampenyelenggaraanPemerintaha

n Desa;
membina dan mengawasipelaksanaantugas dan fungsiPerangkat

Desa; dan
memberikansanksiataspenyimpangan  yang  dilakukan  oleh

Perangkat = Desa sesuaidenganketentuanperaturanperundang-

undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
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Pasal 22

1) Perangkat Desa Lainnya yang sudahadasebelumPeraturan Desa
iniberlakutetapdinkuiscbagaiPerangkatl Desa,

Kepala Desa mengaturpenempatankembalijabatanPerangkat  Desa
lama

b

berdasarkannomenklatur
kejabatanberdasarkannomenklaturbarusebagaimanadiaturdalamPe

raturan Desa ini.
PenempatankembalijabatanPerangkat Desa sebagaimanadimaksud

3)
pada ayat (2) dilakukandengancaramutasijabatanPerangkat Desa
yang ditetapkandengankeputusanKepala Desa.

4) MutasijabatanPerangkat Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (3)
Desa

dapatdilakukanantarjabatanPerangkat

scsuaikebutuhandenganmempertimbangkankompetensi masing-
masing Perangkat Desa denganberpedoman pada
ketentuanperaturanperundang-undangan.

yang

:5) Perangkat Desa
dimutasisebelummemangkujabatannyadilantikdenganmengucapkan
sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.
5) Masa jabatanPerangkat
mengalamimutasijabatandihitungsecarakumulatifsejak
bersangkutanpertama kali diangkatsebagaiPerangkat Desa.

Desa yang
yang

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saatPeraturan Desa inimulaiberlaku, makaPeraturan Desa

BangunNomor7Tahun2008tentangSusunanOrganisasi dan Tata
KerjaPemerintahan Desa Bangun dicabut dan
dinyatakantidakberlaku.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Desa inimulaiberlaku pada tanggalditetapkan.
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Pasal 22

Perangkat Desa Lainnya yang sudahadasebelumPeraturan  Desa
iniberlakutetapdinkuisebagailerangkal Desa.

Kepala Desa mengaturpenempatankembalijabatanPerangkat  Desa
berdasarkannomenklatur lama
kejabatanberdasarkannomenklaturbarusebagaimanadiaturdalamPe
raturan Desa ini,

PenempatankembalijabatanPerangkat Desa sebagaimanadimaksud
pada ayat (2) dilakukandengancaramutasijabatanPerangkat Desa
yang ditetapkandengankeputusanKepala Desa.
MutasijabatanPerangkat Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (3)

dapatdilakukanantarjabatanPerangkat Desa
sesuaikebutuhandenganmempertimbangkankompetensi masing-
masing Perangkat Desa denganberpedoman pada
ketentuanperaturanperundang-undangan.

Perangkat Desa yang
dimutasisebelummemangkujabatannyadilantikdenganmengucapkan
sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.

Masa jabatanPerangkat Desa yang
mengalamimutasijabatandihitungsecarakumulatifsejak yang
bersangkutanpertama kali diangkatsebagaiPerangkat Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saatPeraturan Desa inimulaiberlaku, makaPeraturan Desa
BangunNomor7Tahun2008tentangSusunanOrganisasi dan Tata

KerjaPemerintahan Desa Bangun dicabut dan
dinyatakantidakberlaku.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Desa inimulaiberlaku pada tanggalditetapkan.
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Agar sctiap orang
memerintahkanpengundanganpPeraturan

inidenganpenempatannyadalam

mengetahuinya,
Desa
Berita Desa

BangunKecamatanMunjunganKabupatenJombang,

Ditetapkan di SUMBERJO

———

A [
=L _1;\.
A\

, 2nathin S
Diundangkan diSUMBERJO o
Pada tanggal06Januari 2025
Sekretaris Desa SUMBERJO

NO

LEMBARAN DESA SUMBERJOTAHUN 2025NOMOR1

e Pada tanggal 06Januari 2025
/{xﬂjﬂ%@mm DESA SUMBERJO
N N\
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